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GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa guna  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan
hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya
tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, perlu
adanya rencana aksi pembangunan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019-2023 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi
pencapaian dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan
tata kelola;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019-2023;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950, Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan
Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaranaan pemerintahan
dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah
agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.

5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa
Tengah yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah
Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.

8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara
sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial
kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi,
filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan
pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
tinggi.
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Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi,
filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan
pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta
mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi
dan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang telah selesai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

o P

o

RAD TPB;
pemantauan dan evaluasi;

pelaporan; dan

pembiayaan.
BAB III

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan
dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan
daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

(1)

Pasal 4
Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB
Daerah;

c. BABIII : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;

d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

e. BABV : Penutup.

(2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan
penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka
pendek; serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi,
filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi RAD TPB.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan
oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur dan
menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

(2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 62



